
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUU.WESI SEU.TAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 31 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TIJGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DTNAS PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organiaa.ai, Tugas dan 
Fungsi, Sena Tata Kerja Dina, Perikanan telah 
dttetepkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 64 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dinamika penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sena perkembangan peraturan 
perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan 
rugas dan fungsi Dina, Penkanan, aehingga perlu 
dig.anti; 

c. bahwa berdasarkan perombangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisa.si, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Perikanan. 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Ta.hun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndone3ia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801): 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apara1ur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ker:Ja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenta.ng 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Hornor 41, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indcneeia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037} 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
ataa Peraturan Pemerintah Nomor t l Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Siatem Kerja pada lnatansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Suaunan 
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten \ 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 
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MEMUTIJSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TI.JOAS DAN FtlNGSJ SERTA TATA KERJA 
DINAS PERIKANAN. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

l'aMI I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretarie Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dmaa adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang 
6. Kepala Dinas adalah KepaJa Dinaa Perikanan Kabupeten Pinrang 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang 11elanjutnya diaingkat PPK ad.a.lah 

pejabat yang mcmpunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pembmaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah 
acsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawa.ian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kclompok profesi bagi pegawai 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemenntah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

IO. Pcjabat yang Bcrwcnang yang selanjutnya diaingkat PyB adalah pejabot 
yang mempunyai kewenangan melaksanakan prceee pcngangkatan, 
pem.indahan, dan pembcrhentian Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
dcngan ketentuan peraturan pcrundang·undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang bcrisi 
fungai dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
bcrdasarkan pada kcahlian dan ketcrampilan tcrtcntu. 

12. Togas adalah Jkhtisar dari kescluruhan tugasjabatan. 
13. Fungsi adalah pekcrjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tug.a.a adalah papamn atau bcntangan ataa acmua tugaa 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabe.tan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

.. .., 2 
Dinas sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 1 angka 5, dtpimpin oleh Kepala. 
Dina8 yang bcmda di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Bupatl melalui 
Sektt:tari• Oaerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paaal 3 
(1) Suaunan dan Struktur Organisasi Dinaa terdiri atas: 

a. Kepala Dinas. t 
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b. Sekretariat terdiri atas: 
t. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perikanan Tangkap; 
d. Btdang Pemberdayaan Pembudidaya lkan; 
e. Bidang Pengolehan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
f. Bidang Pengelolaan Pembudida,yaan lkan; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungs.ional dan Pelakaana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dmas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) 
ten:antum dalam lampiran yang merupakan bagian yang Udak 
terpisahkan dari Peratura.n Bupati ini. 

BABIV 
nJGAS, FUNOSI DAN URAIAN TIJGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Oinas 

Pau.l 4 
(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati 
kcpadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumuaan kebijakan uruaan Pemerintahan bidang Perik&nan; 
b. pelaksanaan kebijakan uruaan PcrnerintahM bidang Perikanan: 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Perikanan; 
d. pelaksanaan Administrasi Dinas;dan 
e. penyelenggaraan rungsi Jain yang dibcrikan oleh pimpinan eesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebaga.imana dimaksud pada ayat (l), 

meliputi: 
a. menyusun rencana kegi.atan dinas sebagai pedoman dalam 

petaksanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa 

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tugaa; 

d. mcnyuaun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinaa; 

e. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya, 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Stra.tegis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Oinas; 
g. merumuakan kebijakan teknis di brdang Perikanan; 
h. memantau, mengawasi dan mengeve.luasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas untuk mengctahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

i. mengoordinir penyelengga.raa.n Survey Kepuasan Masyarakat 
dalam lingkup Dinas; 

J. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasiona1 J. Prosedur dalam lingkup Dinas; 
\ 
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k. melakukan koon.lina6i dan konsulUUii dengan Kementerian, 
Pemerintah Provinai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit 
kerja terkait dalam rangka kelancaran tugas; 

I. menetapkan Standar Pe\ayanan dalam lingkup Dinaa; 
rn. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

lingkup Dinas; 
n. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

lingkup Oinaa; 
o. mengkoordinir penyuaunan Laporan Kinerja lnatanai Pemerintah 

Oinas; 
p. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap, 
Pemberdayaan Pembudidaya lkan, Pengolahan dan Pemaaaran 
Haail Perikanan, dan Pengelolaan Pembudidayaan lkan; 

q. menyelenggarakan koordinaai dan konsultaai dengan lembaBe, 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urueen Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur S!pil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

a. menyusun \aporan basil pelaksanaan tugas Kepa1a Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan seauai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa,al 5 
(1) Sekretaris d.ipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dina.a dalarn melaksanakan koordinas.i kegiatan, memberikan 
pela,yanan teknis dan administraai penyuaunan program, pel.e.poran, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dina.a. 

(2) Untuk melaksanakan tugas eebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, 
Sekretaris mcnyelcnggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksana.an tugas dala!n lingkup Dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam hngkup 

Dinas; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengoon:linas.ian pengelolaan administraai keuangan da.lam lingkup 

Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi Jain yang diberikan oleh pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tuga.s Sekretaris sebagaimana dimakaud pada ayat (1 ), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan dinu sebagai pedoman dalam 
pelakaa.naan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petuajuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyueun rancangan, mengoreksi, memara.f 
menandatangani na.skah dinas; 

e. mengikuti rapa.t-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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r. menilai kinerja Pegawai Aparatur S!pil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

a. menyusun \aporan basil pelaksanaan tugas Kepa1a Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan seauai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa,al 5 
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f. membantu Kepala Dinaa merumuskan dan menetapkan Rencana 
Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Angg.aran lingkup 
Dinas; 

g. menyelenggarakan Survey Kepuaaan Masyarakat dal&m lingkup 
Dinas; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinaa 
hingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kcgiatan; 

I. mcngoon:linasikan dan mclakaanakan penyuaunan, program, 
perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
kinerja; 

J. mengoordinasikan dan melaba.nakan pela,yanan adminiatrasi 
umum, kepegawa.ian dan hukum; 

k. mengoordinasikan dan melakaanakan pelayanan administrasi dan 
keuangan; 

I. menyelenggarakan, mengoordinir dan mengoordinaaikan 
pelaksanaan kegiatan admirusuaai pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang; 

m. mcngoordinaaikan dan memfaailitasi kegiatan organisasi dan 
tatala.kaana; 

n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinas; 

o. mengoordinir dan mengoordinaaikan penyclenggaraan pe!aksa.naan 
kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refonnasi Birokrasi dalam 
hngku p Dinaa; 

p. menyelenggarakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola lnfonnasi dan 
Dokumentasi Dinas; 

q. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugas sekretariat dan 
membcrikan saran pert.1mb&ngan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

r. memfaailitas1 pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalarn lingkup Dinas; 

s. menyusun Standar Operasional Prosedur 8C8Uai rincian tugas dan 
melakukan evaluaai Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dinas; 

L menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan pada penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang 
Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perika.nan, dan Pengelolaan Pembudidayaan 
lkan; 

u. menginventarisaai dan mengkaji permasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masa1ah; 

v. menyelenggarakan koordinasi dan konsuhasi dengan !embaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangk:a penyelenggaraan 
urusan Pemetintahan bidang Kelautan dan Penkanan; 

w. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepsda ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

y. melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan atasan \ sesuai dengan bidang tugasnya. 
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P.,..,..r1 
Subbagian Program 

Paaa1 6 
(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program yang 

mempunyai tugas membantu Sektttaris datam mengumpulkan bahan 
dan melakukan penyusunan pn:,g1aro, pcnyajian data dan penyuaunan 
laporan. 

(2) Uraian tugas Kepa.la Subbagian Program eebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mcliputi: 
a. mcnyusun rencana kcgiatan Subbagian Program iiebagai pedoman 

dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluas! pelakaanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. mcnyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/11.tau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mcngikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sekretaris merumuskan Visi dan Misi serta Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kine(Ja lnstansi 

Pemerintah Dinaa; 
h. mclaksaanakan pengoordinaaian, menyiapkan bahan data dan 

infonnas1 program dan melakukan penyusunan perencanaan 
program dan kegiatan; 

i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evalua.si 
kinerja; 

j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjio.n kinerja 
Dina.s; 

k. mengoordinir dan menggordinasikan pcngumpulan dan pcnyiapan 
bahan dan data sen.a mcnyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam 
lingkup Dinas; 

I. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Subbagian Program 
dan membcnkan saran pertimbangan kepada pimplnan acbagai 
bahan perumusan kcbijakan; 

m. MengoordinaS1kan dan mcngoordinir pclakaanaan pcnyiapan 
bahan dan penyueunan Rcncana Ketja Anggaran dalam lmgkup 
Oinas; 

n, menyuaun Standar Opcraaional Prosedur acauai Rincian tug.as dan 
melakukan cva.luasi Standar Opcrasional Prosedur; 

o. mela.kaanakan monitoring. cvaluasi dan pcngawasan 
pcnyelenggaraan kebijakan tekn1s di bidang Subbegian Program; 

p. mclaksanakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pcmerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pcmcrintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 

q. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesue.:i ketenruan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

r. menyuaun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepela Dina• dan 
membcrikan 8&1'llll pcrtimbangan kcpada at.asan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melakaanakan rugas kedinasan le.in yang diperintahkan ataaan � 
acauai dengan bidang tugaanya. I 
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-.,.,2 
Subbagian Umum, Kcpegawaian dan Hukum ......,, 

{IJ Subbagian Umum, Kcpegawa.ian, dan Hukum dipimpin olch Kapala 
Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hulrum yang mempunyai tugas 
membantu Sekretaris mengumpulkan ba.han dan melakuka.n uruaan 
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, urusan rumah tangga eerte mengelola 
administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas 

(3) Uraian tugas Kapala Subbegian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimakaud pada ayat (1 ), meliputi: 
a. menyuaun reneana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebagai pedoman dalazn pelak.anaan tugu; 
b. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaral dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesua.i bidang tugasnya; 
f. melakaanakan dan mengevaJuaai pelakaanaan Survey Kepuaaan 

Maayarakat dalarn lingkup Oinas; 
g. membantu Sekreta.ris menyueun dan membuat laporan Analisi1:1 

Jabatan, Anali1:1i1:1 Beban Kerja dan Evalua1:1i Jabatan Dinaa; 
h. melakukan pengkla1:1ifikal:lian surat menurutjenisnya; 
I. melakukan pengelolaan araip naskah dinas; 
J· menyiapkan bahan dan menyuaun adminiatrasi penp.daan, 

pendiatribusian, pemelihara.an, inventariaaa1 dan penghapuaan 
barang; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi balllng 
serta menyuaun laporan barang inventaria; 

I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinaaikan pengelolaan 
uruaa.n rumah tangga Dinas; 

m. menyiapkan bahan pcnyusunan Standar Pelayanan dan 
melakukan evaluasi dalam lingkup Dinas; 

n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informaai aena fasilitasi pelayanan informaai 
dan pengaduan dala.m lingkup Dinaa; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilitaai 
pelaksanaan Sistem Peng,endalian Intern Pemerintah dala.m 
lingkup Dinas; 

p. memperaiapkan dan mengoordinasikan pelaksa.anaan rapat dinaa, 
upacara bendera, kehumaaan, dan keprotoko\eran; 

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

r. mengoordinaaikan dan memfaailitast adminiatrasi aurat tugaa dan 
perja.lanan dinaa pega.wai; 

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organiaasi dan tatalaksana; 

t. melakaanakan Pengumpulan bahan Penilaian Mandiri 
Pelakaanaan Reformasi Birokrasi daJam lingkup Dinas; 

u. menyiapkan bahan dan mengelota adminiatraai kepegawaia.n 
dalam lingkup Dinas; 

v, menyuaun rencana kebutuhan pengembangan $umber Daya t Manuaia Aparatur dalam lingkup Dinaa; 
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w. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, 
pcning.katan kompe1.et1ai, disiplin dan kcsejahtcraan Aparatur 
Sipil Negara de.lam lingkup Dinas; 

x. menyiapkan ba.han dan mcngoordinaaikan administrasi 
penyusunan produk hukum dalam lingkup Dinas; 

y. mengumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menindaklanjuti 
laporan has.ii pemerikaaa.n dalam lingkup Dina&; 

z. menyusun Standar Operasional Proscdur sesuai Rincian tugas 
dan melakukan evaluasi Standar Operasional Pro&edur dalam 
lingkup Dinas; 

aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbe.gian Umum, 
Kcpegawaian dan Hukum; 

bb. melaksanakan koordinasi dan konsultaSl dcngan Jcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rang.lea penyelenggaraan 
urusan Pemenntahan bidang Kclautan dan Perikanan; 

cc. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuai kctcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dd. menyuaun laporan haail pelllksanaan tugas Kep&la Dina, dan 
memberikan saran pertimbangan kcpada atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ee. melaksanakan tugaa kedinasan Jain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Paragraf 3 
Subbagian Kcuangan 

Pual8 
(1) Subb8gian Keuangan dipimpin oleh Kcpala Subbagian Kcuangan yang 

mcmpunyai tugas membantu Sekrctaris dalam mcngumpulkan bahan 
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k. mengu.mpulkan bahan, mengcordinaeikan dan menyusun rencana 
kebutuhan gaji pegawai, dan rcncana proyeksi pendapatan eebegai 
bahan penyusunan anggaran Dinas; 

I. melakukan verifikasi kelengkapan adminiatraai penatausahaan 
keuangan Dinas; 

m. mengooniinaaikan pelakaan.aan ajcuntanei pengcluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Dinas; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam 
lingkup Dinaa; 

o. menyusun real1saa1 perbitungan anggaran dalam lingkup D1naa; 
p. mengevaluaai pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Dinas; 
q. mengumpulkan bahan, mengoon:linaaikan dan memnda.klanjuti 

laporan basil pemeriksaan keuangan deism lingkup Dinas; 
r. menyusun laporan basil pelaksanaan tug.as Subbagian Kcuangan 

dan membcrikan saran pertimbangan kepada pimpman eebagai 
bahan perumusan kebijakan; 

a. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Subbagian Keuangan; 

t. melaksanakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengsaraan 
urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 

u. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

v. menyuaun laporan basil pelaksanaan tug.as Kepala Dmas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada atasan eebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugaa kedinasan la.in yang diperintahkan atasan 
aesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketig.e. 
Bidang Perika.nan Tangkap 

Pual9 
(I) Bidang Perikanan Tangkap dipimpm oleb Kepala Bidang Perikanan 

Tangkap yang mempunyai tugas membantu KepeJa Dinas dalam 
melaksanakan program Perikanan Tangkap. 

(2) Untuk melaksanakan tugas aebagaimana dimakaud pada ayat (I), 
Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegia.tan di Bidang Perikanan Tangkap; 
b. Penyuauna.n nonna, atandar, prosedur, dan kriteria di Bidang 

Perikanan Tangkap; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi pengendalian dan 

pengawasan program dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap; 
d. Penyelenggara.an monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegia.tan di Bidang Perikanan Tangkap; dan 
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan oleb pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(J) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebaga.imana dimaksud 

pada ayat (II, meliputi: 
a. menyuaun rcncana kegiata.n Bidang Perikanan Tangkap sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; \ 
b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pe]aksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi clan mcngcvaluasi pcla.ksanaan tugas dalam 
lingkungan Dine.a untuk mcngctahui pcrkembangan pclaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat acauai bidang tugasnya; 
f. menyelcnggarakan pcla.yana.n dan fa.silitasi pcnerbitan SIUP, lz:in 

Pengaduan Kapa) dan Tanda Pencatatan Kapa.I Pcrikanan berukuran 
aampai dengan 10 OT; 

g. menyelcnggarakan fasilitaei dan pcmbinaan kapaaitas nelayan dalam 
bentuk aertifikasi awak kapal pcrikanan; 

h. menyelcnggarakan koordinasi dan pcmbinaan teknia pcmanfaatan 
sarana dan prasarana pcrikanan tangkap; 

i. menyelcnggarakan koordinaai pcnyuaunan kebijakan pcngclolaan 
dan pcngembangan Tempat Pelelangan lkan dan tcmpat pcmasaran 
ikan lainnya; 

j. mcnyelcnggarakan pcngelolaan Tempet Pelelangan Jkan dan 
pcmbinaan teknia tempat pcmasaran ikan lainnya; 

k menyelcnggarakan pcnycdiaan data dan informaai bidang pcrikanan 
tangkap; 

I. menyelcnggarakan pcnyediaan aarana dan praaarana pcrikanan 
tangkap; 

m. menyclcnggarakan faailitasi pcmbentukan dan pcngcmbangan 
kelembagaan nclayan kccil; 

n. menyclcnggarakan koordlnaei dcngan unit kerja terkait tugas 
kcdinasan scsuai bidang tugasnya; 

o. Mcnginventarill8ei dan mengkaji pcnnaaalahan eerta menyiapkan 
data atau bahan pcmccahan masala.h acauai bidang tugaanya; 

p. menyuaun dan melaksanakan Standar Opcraaional Proaedur aesuai 
uraian tugas dan melakukan cvaluasi Standar Opcrasional Proscdur; 

q. menciptakan Jnovasi yang bcrguna bagi Organisasi scauai Uraian 
Tugaa; 

r. menyclcnggarakan monitoring, cvaluaai dan pcngawaaan 
pcnyclenggaraan kebijakan telmia di bidang Perlkanan Tangkap; 

a. menyclcnggarakan koordina.si dan konaultam dengan lembaga 
pcmcrintah dan non pcmerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
uruaan Pemcrintahan bidang Perikanan Tangkap, 

t. menilai kmcrja Pegawai Apararur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

u. menyuaun laporan haail pclaksanaan tugaa Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pcrtimba.ngan kepada atasan aebagai b&han 
pcrumusan kcbijakan; dan 

v. melaksanakan tugaa kcdinaaan lain yang dipcrintahkan ataaan 
aeauai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kcempat 
Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ucan 

Pua! 10 
(I) Bida.ng Pemberdayaa.n Pcmbudidaya. Hean dipimpin oleh Kcpala Bidang 

Pcmbcniayaa.n Pcmbudidaya lka.n yang mempunyai tugaa membantu 
Kepala Dinaa dalarn melakaanakan program dan kegiatan ' 
Pembcniayaa.n Pembudidaya Ucan. 

\ 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), 
Kepala Bidang Pemberda,yaan Pembudidaya lkan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyclenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; 
b. pembinaan, pengoordinaaian, pengendalian clan pengawasan 

program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; 
c. penyelenggaraan monitoring. evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Utan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya. 
(3) Unlian tugaa Kep,ala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya lkan 

aebagaimana dimakaud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya 

lkan selJaBai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mend.iatribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaa.n tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluui pelakaanaan rugs.a dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

pcngawasan 
Pembcrdayaan 

dan/atau m,rnanu d. menyusun rancangan, mengorcksi, 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. menyelenggarakan penyiapan persyaratan dan proaedur penerbitan 

Tanda Daftar bagi Pembudidaya lkan Kecil ( TDPIK); 
g. menyelenggarakan pelayanan dan faailitasi penerbitan 

pertimba.ngan teknis iz:in usaha perikanan dan Pencatatan Usaha 
Pembudidayaan Ikan bagi pembudidaya ikan sesuai kcwenangan; 

h. merumuskan kebijakan tcknia penyediaan data perikanan budidaya 
dan pengembangan kelembagaan pembudidaya rkan keeil; 

i. menyelenggarakan koordinasi, fasilita.si perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat IZID Usaha 
Perika.nan (SIUP) di Bide.ng Pemberdayaan Pembudidaya Dean; 

J. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan 
usaha kelompok Pembudidaya Utan; 

k. melakukan pembinaan pelaksanaan Pend.idikan dan Pelatihan 
Sert.a Alcses llmu Pengetahuan, Teknologi dan lnfonnasi 
Pembudidayaan Ikan; 

I. menginventarisasi dan mengkaji permaaalahan serta menyiapkan 
data atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 

m. menye\enggarakan koordinaai dengan unit kerja terkait rugas 
kedinaaan seeuai bidang tugasnya; 

n. mengevaJuui dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan 
dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya lkan; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar OperallionaJ Prcisedur aesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Pmsedur, 

p. menciptakan lnovasi yang berguna bagi Organisasi seauai Uraian 
Tu gas; 

q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang 
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r. menyelenggarakan koordinui dan konsultasi dengan lembaga 
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I. menginventarisasi dan mengkaji permaaalahan serta menyiapkan 
data atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 

m. menye\enggarakan koordinaai dengan unit kerja terkait rugas 
kedinaaan seeuai bidang tugasnya; 

n. mengevaJuui dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan 
dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya lkan; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar OperallionaJ Prcisedur aesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Pmsedur, 

p. menciptakan lnovasi yang berguna bagi Organisasi seauai Uraian 
Tu gas; 

q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang 
Pembud.idaya lkan; 

r. menyelenggarakan koordinui dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Pembcrdayaan Pembudidaya llcan; 
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Peraturan Per Undang-undangan; 
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t. menyusun laporan hasil pelak3anaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan &ebagai bahan 
perumua.an kebijakan; dan 

u. melakMnakan tugaa kcdinaa.an lain yang drpertntahkan ata.san 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengo1ahan dan Pemaa.aran Hasil Perikanan 

Paaal 11 
(I) Bidang Pengo!ahan dan Pemuaran Haail Perikanan d.lpimpin oleh 

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemaaaran Hesil Perikanan yang 
mempunyai tugaa membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 
program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas &ebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasa.ran Hafril Perikanan 
menyelenggarakan rungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
b. pembinaan, pengoordina.sian, pengeodalian dan pengawasan 

program dan kegiatan di Bklang Pengolahan dan Pema.saran Ha.sil 
Perikanan; 

e. penyelenggaraan monitoring, evaluaai dan pelaporan tugas program 
dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Perna.saran Hasil Perikanan; 
dan 

d. penyelenggaraan fungsi Jain yang diberikan oleh pimpinan iiesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(J) Uraian tuga1 Kepe.la Bidang Pengolahan dan Pemaa.aran Hasil 
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rc:ncana kegiatan bidang Pengolahan dan Perna.saran 

Ha.sil Perikanan sebagai pedoman dalam pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawa81 dan mengevaluas1 pelaksanaan tugae 

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorc:kai, memaraf dan/atau 
menandatangani naekah dina.s; 

e. mengikuti rapat·rapat &esuai bidang tugasnya; 
r. menyelenggarakan penyiapan data dan mformaai Bidang 

Pengolahan dan Pemaaaran Haail Perikanan; 
g. memfasilitasi tranafonnasi teknologi dan pengembangan da,ya 

saing produk olahan dan pemasaran hat.il perikanan; 
h. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu dan keamanan 

basil perikanan: 
i. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan llkala mikro dan kecil; 
j. menyelenggarakan bimbmgan penerapan persyaratan atau standar 

pa.da usaha Pengolahan dan Pemasaran Haail Perikanan akala 
mikro dan kecil; 

k. menyelenggarakan fasilitasi penycdiaan pemberian sarana dan 
pruarana bagi pelaku usaha pengnlahan dan pemasaran hasil 
perikanan skala mikro dan kecil; 

I. menyelenggaTakan rasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk 
penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin SIUP di \ 
Bidang Pengolahan dan Pema&aran Hasil Perikanan; 
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m. menyelenggarakan koordina.si dengan unit kerja terkait tugaa 
kedinasan sesuai bidang tugasnya; 

n. menyueun dan melakaanakan Standar Operasional Pnlaedur 
ae1uai W1lian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Prceedur; 

o. mencipta.kan lnovasi yang berguna ba.gi Organisasi seauai Uraian 
Togas; 

p. menyelenggara.ka.n monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan telm1a di Bidang Pengolahan dan 
Pemasanm Hasil Perikanan; 

q menyelenggarakan koordinasi dan kon1ultui dengan lembe.ga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

8. menyusun lapora.n basil pelaksanaan tugas Kepe.la. Drnas dan 
memberikan saran pertimbangan kcpada atasan sebaga1 bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pengelolaan Pembudidayaan lkan 

Pasal 12 
(I) Bidang Pengelotaan Pembudidayaan lkan dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Pembudidayaan !lean mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pe\aksanaan kebijakan, aerta 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. 

(2) Untuk awakaanaka.n tuga.s sebegajmana dimaksud pada ayat {I), 
Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Jkan menyelenggarakan 
rung,d : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyclenggaraan tugas program 

dan kcgiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Utan; 
c. penyelenggaraan monitoring, cvaluasi dan pelapora.n tugas program 

dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Utan; dan 
d. penyelcnggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 11eB11ai 

dcngan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugaa Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Jlcan 

aebagaimana dimakaud pada ayat (11, mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan 

lkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribuailcan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawaai dan mengcvaluaai pelakaanaan tugaa dalam 

llngkungan Dinas untuk mengeta.hui perkembangan pelakaanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
menandatangani na.s.kah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
r. menyelengga.ra.ka.n pelayanan teknis dan administrasi 

pembudidayaan ikan yang baik aeauai peraturan 
undangan; 

dan/atau 

pengelolaan 
perundang-, 
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g. menyelenggarakan pengelolaan, pemelihaman sru-a.na dan praearana 
pembudidayaan ikan; 

h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi 
budidaya, sarana dan prasarana kawaaan budidaya, kesehatan ikan 
dan lingkungan budidaya; 

t. menyelenggarakan pengelolaan sarana kesehatan ikan dan 
lingkungan budidaya ikan; 

J. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan 
ikan di darat; 

k. menyelenggarakan penmcanaan pengembangan, pemanfaatan dan 
perlindungan Iahan untuk pembudidayaan ikan di darat; 

I. melaksanakan fasilitasi keteraediaan earana dan prasara.na 
pembudidayaan ikan; 

m. menyelenggarakan dan mengoordinir pelakaanaan kegiatan 
pembinaan kesehatan ilcan dan lingkungan budidaya, sarana dan 
praaarana perikanan budidaya serta perbenihan dan peleatarian 
sumber daya ikan; 

n. mengevaluasi dan melaporkan pelakse.naan tugas Bidang 
Pengelolaan Pembudidayaan lkan; 

o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas 
kedinasa.n &esuai bidang tugasnya; 

p. menyuaun dan melakaanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan eva.luasi Standar Opera.sional 
Prosedur; 

q. menciptakan lnovasi yang berguna bagi Organisasi sesuai Uralan 
Tu gas; 

r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta 
pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan 
Pembudidayaan lkan; 

s. menyelenggarakan koordina.si dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangk.a penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Pengelolaan Pembudidayaan !lean; 

L menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada ata:san sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. melak:sanakan tugas keclinasan lain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

BABY 
KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL DAN PEU.KSANA 

Pasal 13 
(1) Dinas Perikanan dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan 

fungsional dan pc1aba.na sesuai dengan kebutuhan da.n berdaaarkan 
ketentuan peraturan perundang·undangan. 

(2) Kelompok Je.batan Fungsional dan pele.ksana sebe.gaimane. dimaksud 
pacla ayat (1) melabanakan tugae sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelakeane masing-maslng berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pacla pengaturan 4 sistem kerja. 

\ 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pasa.l 14 
( 11 Kepala Dinaa dalam melakeanakan tugaa dan fungainya berclaaarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati aeauai dengan 
ketentuan peratumn perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinaa, Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional, dan Pe.Jakaana dalam lingkup Dinaa melak.aanakan tugaa 
dan fungai seauai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan, 
aerta menerapkan prinaip hiera.rki, koordinaai, kerjaaama, integrui, 
sinkronisasi, aimplifikasi, akuntabil1tas, transparansi, serta. efektifitas 
dan efiaienai, aesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subba.gian, dalam 
lingkungan Oinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
inatansi pemerintah/awasta terkait dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksa.naan tugaa dan fungsi Dina&. 

B&&ian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pua.I 15 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Oinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi 
aecara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Oinaa, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksa.na dalaJn lingkungan Dinaa wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pirnplnan, serta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
maaing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretuia, Kepala Bidang, Kepala Subba.gian dan dalam 
lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan seauai dengan 
ketentuan peratura.n perundang-undangan. 

BAB VU 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organi1Saai, Tugaa 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daenh Kabupe.ten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 64), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya peraturan bupati tentang eietem kerja pada pemerintah t daerah. 
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Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pua.I 15 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Oinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi 
aecara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Oinaa, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksa.na dalaJn lingkungan Dinaa wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pirnplnan, serta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
maaing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretuia, Kepala Bidang, Kepala Subba.gian dan dalam 
lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan seauai dengan 
ketentuan peratura.n perundang-undangan. 

BAB VU 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organi1Saai, Tugaa 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daenh Kabupe.ten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 64), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya peraturan bupati tentang eietem kerja pada pemerintah t daerah. 

\ 



I 
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BAB VJ 
KETENTIJAN PENU'ruP 

Pasal 17 
Dengan berJakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugaa dan 
F'ungsi serta Tata Kerja Dina, Perikanan (Serita Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa.1 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
Pada Tanggal� 1'Uw '?OJ."', 
BUPATI PINRANG 

!�ID 

Diundangkan di Pinrang 
pada tangga.l°' ,w... 'lOP, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A 

BERIT DAERAfl KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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